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PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN
2020 TENTANG PELAKSANAAN KEWENANGAN LEMBAGA PENJAMIN
SIMPANAN DALAM RANGKA MELAKSANAKAN LANGKAH-LANGKAH
PENANGANAN PERMASALAHAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal
11 ayat (9), dan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor
33 Tahun 2020 tentang Pelaksanan Kewenangan Lembaga
Penjamin Simpanan dalam rangka Melaksanakan Langkah-
Langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem
Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin
Simpanan tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka
Melaksanakan Langkah-Langkah Penanganan Permasalahan

Stabilitas Sistem Keuangan;
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga
Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004
tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4963);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam
rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan
dalam rangka Melaksanakan Langkah-Langkah
Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6535);
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN
KEWENANGAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM
RANGKA MELAKSANAKAN LANGKAH-LANGKAH
PENANGANAN PERMASALAHAN STABILITAS SISTEM
KEUANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini, yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Penjamin Simpanan yang selanjutnya disingkat
LPS adalah lembaga penjamin simpanan sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga
Penjamin Simpanan.

2. Stabilitas Sistem Keuangan adalah stabilitas sistem
keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem
keuangan.

3. Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang mengenai perbankan dan Undang-
Undang mengenai perbankan syariah.

4. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan
usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan
prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa
dalam lalu lintas pembayaran.

5. Bank Sistemik adalah bank sistemik sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan
dan penaganan krisis sistem keuangan.

6. Bank Selain Bank Sistemik adalah Bank yang tidak
ditetapkan sebagai Bank Sistemik sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan

dan penanganan krisis sistem keuangan.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Penanganan Bank adalah penanganan Bank Sistemik
dan/atau Bank Selain Bank Sistemik yang mengalami
permasalahan solvabilitas oleh LPS.

Pemeriksaan Bersama adalah pemeriksaan yang
dilakukan oleh LPS dan OJK dalam rangka persiapan
Penanganan Bank maupun peningkatan intensitas
persiapan Penanganan Bank.

Tim Pemeriksaan Bersama adalah pegawai LPS dan/atau
pegawai OJK yang melaksanakan pemeriksaan.

Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SBI
adalah sertifikat bank indonesia sebagaimana dimaksud
dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai operasi
moneter.

Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya
disingkat SBIS adalah sertifikat bank indonesia syariah
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia
mengenai operasi moneter syariah.

Sertifikat Deposito Bank Indonesia yang selanjutnya
disingkat SDBI adalah sertifikat deposito bank Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia
mengenai operasi moneter.

Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN
adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan
utang dalam mata uang rupiah yang dijamin pembayaran
bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia,
sesuai dengan masa berlakunya, sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang mengenai surat utang negara.
Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya
disingkat SBSN, atau yang dapat disebut Sukuk Negara
adalah surat berharga negara yang diterbitkan
berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian
penyertaan terhadap aset SBSN, dalam mata uang
rupiah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
mengenai surat berharga syariah negara.

Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN
adalah SUN dan SBSN.
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Aset Kredit adalah aset Bank berupa kredit sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan,
tidak termasuk kredit dalam valuta asing.

Aset Pembiayaan adalah aset Bank berupa pembiayaan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai
perbankan syariah, tidak termasuk pembiayaan dalam
valuta asing.

Sukuk Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SukBI
adalah sukuk bank Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur
mengenai operasi moneter.

Bank Gagal adalah bank yang dinyatakan tidak dapat
lagi disehatkan oleh Otoritas Jasa Keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai
Lembaga Penjamin Simpanan.

Bank Perantara adalah bank perantara sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan
dan penanganan krisis sistem keuangan.

Bank Penerima adalah bank yang menerima pengalihan
sebagian atau seluruh dan/atau kewajiban Bank.

Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang selanjutnya
disingkat KSSK adalah komite stabilitas sistem keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai
pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.
Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK
adalah otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa

Keuangan.



